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I. Hukum Tata Usaha Pengadilan Setempat
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301 Naik banding
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Jika tidak puas dengan hasil keputusan ini, dengan alasan bertantangan
dengan hukum yang berlaku/semula, Setidak- tidaknya dalam waktu 20 hari
yang bersangkutan bisa menga jukan perhomonan banding kepegadilan dengan
melampirkan surat keterangan yang jelas mengenai prihal hukum yang
bertentangan(menlampirkan surat bukti yang jelas mengenai perihal yang
dianggap bertentangan dengan keputusan awal, atau fakta spesifik,
sebagaimana diungkapkan oleh materi litigasi, yang dapat mengarah pada
temuan bahwa putusan semula bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan). Bagi yang belum melampirkan surat bukti, boleh menambahkannya
dalam waktu 20 hari setelah permohonan banding (surat permohonan banding
dan surat bukti permohonan banding harus disesuaikan dengan jumlah pihak
yang bersangutan), dan membayar biaya permohonan banding sebesar NTD 3000;
bila tidak menambahkan surat permohonan banding, maka permohonan banding
akan ditolak.
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302\Menolak keputusan (peraturan umum)
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Bila tidak puas dengan hasil keputusan, maka dalam waktu 10 hari setelah

penerimaan surat putusan boleh mengajukan surat penolakan ke pengadilan
untuk menolak hasil keputusan
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303\Men01ak keputusan |(Ketentuan keputusan pemohon)
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Jika tidak puas dengan keputusan ini maka boleh mengajukan surat menolak

keputusan dalam waktu 5 hari setelah menerima surat keputusan.
(melampirkan surat bukti penolakan)
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304 Tidak menolak keputusan
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Putusan ini tidak ada penolakan.
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Tidak ada keberatan yang diajukan
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II. Hukum Tata Usaha Pengadilan tinggi
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- ~Jika tidak puas dengan hasil keputusan ini, dalam waktu 20 hari setelah

penerimaan surat keputusan boleh menga jukan permohonan surat banding
ke pengadilan dengan melampirkan surat bukti naik banding, Pemohon
bisa menga jukan permohonan banding setelah menerima hasil keputusan
dan melampirkan surat bukti yang jelas dalam waktu 20 hari setelah
penerimaan surat putusan (jumlah surat bukti yang dilampirkan harus
sesual dengan jumlah pihak yang bersangutan)
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= ~Pada saat permohonan banding bisa diwakili oleh pengacara sebagai
pendamping dengan melampirkan surat kuasa sesuai(Undang-undang
administrasi pasal: 241-1, ayat 1 bagian depan)
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~ Bila memenuhi syarat dibawah ini boleh tidak diwakili oleh pengacara.

(pasal yang sama tetapi dibagian ayat 1 dan ayat 2)
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Ketentuan yang LA e

boleh tidak Persyaratan pokok yang harus dipenuhi

diwakili oleh

pengacara
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[RELUES 1. Pemohon banding maupun pendamping

(1) Memenuhi lainnya yang memenuhi syarat sebagai

salah satu syarat | pengacara, pengacara, dosen Universitas




di sebelah kanan
ini, tidak perlu
diwakili oleh
pengacara

ataupun dosen penguruan tinggi lainnya yang
diakui oleh department pendidikan
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2. Persyaratan administrasi perpajakan,
pihak pemohon banding ataupun kuasa hukunya
memiliki sertifakat akuntansi.
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3.Persyaratan administrasi hak
profesional, pihak pemohon banding atapun
kuasa hukunya harus memenuhi syarat
sebagai ahli hak professional ataupun
perwakilan dari hak professional yang
diakui oleh hukum

Iy

(z) LG +

;qﬁ}QQl__ y 4

bR 7 R0E B
e L S
et g
22 I8 A

) Bagi yang
bukan
pengacara,
tapi diakui
oleh
pengadilan
admnistrasi
tertinggi
sebagal wakil
pihak pemohon
banding
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1. Pasangan pemohon banding harus memiliki

persyaratan hubungan darah, hubungan darah

dari 3 generasi dan hubungan darah dari 2

generasi
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2. Persyaratan administrasi perpajakan,

memiliki kualifikasi akuntasi
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3. Untuk administrasi hak professional/Hak

paten, memiliki 1jin ahli hak professional

ataupun memiliki profisi yang memenuhi

persyaratan undang-undang Hak paten
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4. Apabila pemohon banding adalah pihak
autoritas pusat ataupun pihak pemerintah
setempat, atau tidak dari perkumpulan pihak
hukum, pihak tersebut melaksanakan tugas
hukum, menangani masalah hukum, prihal
hukum, petisi, atau bisnis yang terkait
dengan litigasi.
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Kepatuhan terhadap persyaratan (- ) dan (= ) merupakan
pengecualian terhadap kuasa hukum yang ditentukan. Pemohon
banding harus menjelaskannya pada saat permohonan naik banding
atau diwakili dengan menyerahkan salinan dokumen atau fotokopi
surat bukti yang ditunjukkan pada persyaratan (= ).
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Tidak naik banding
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Jika tidak puas dengan hasil keputusan, diharapkan mengajukan surat

penolakan keputusan ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah penerimaan
surat putusan (jumlah surat yang dilampirkan harus berdasarkan jumlah

pihak yang bersangkutan)
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Tidak menolak keputusan.
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310Tidak kebaratan dengan keputusan
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Tidak keberatan dengan keputusan
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ITI. Hukum Pengadilan Tata Usaha Kekayaan Intelektual
(Ketentuan Hukum Perdata)
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311 Naik banding
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Bagi yang tidak puas dengan hasil keputusan, boleh pengajukan surat

permohonan banding ke pengadilan dalam waktu 20 hari setelah penerimaan
surat keputusan pengajilan, kepada pihak yang belum melampirkan surat
bukti permohonan banding, bisa melampirkannya dalam waktu 20 hari setelah

pengajuan permohonan banding.
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Keterangan:

NEFREH L4606 21 (¥ 1~ F 2 )

Proces Hukum pengadilan perdata pasal 466-1 (ayat 1, ayat 2)
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Hasil keputusan naik banding tahap kedua, pemohon banding akan menunjuk
seorang pendamping sebagai kuasa hukumnya. Akan tetapi tidak perlu
apabila pemohon banding ataupun pendapingnya adalah pengacara, autoritas
pusat atau setempat, hubungan orang tua generasi ke-3, hubungan
darah, atau hubungan lainnya yang memenuhi syarat sebagal pengacara.
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312 Tidak naik banding
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Perkara ini tidak naik banding.
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan dapat menga jukan surat penolakan
ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah surat putusan diterima, dan

membayar biaya penolakan sebesar NTD 1000.
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314 [Tidak menolak keputusan
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Tidak ada penolakan terhadap putusan ini
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315 Tidak menolakan keputusan| (Kepastian terhadap kerahasian keputusan )
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Tidak ada penolakan terhadap putusan ini

Kerahasian ini akan berlaku, sejak pihak yang bersangkutan menerima Surat
keputusan dari pengadilan
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Tidak ada penolakan terhadap keputusan ini lagi kecuali hukum yang
digunakan salah, apabila mengajukan penolakan lagi, dalam waktu 10 hari
setelah penerimaan surat keputusan harus menunjuk pengacara sebagai
kuasa hukum untuk pengajuan surat penolakan keputusan tersebut.Dan
membayar biaya penolakan keputusan sebesar NTD 1000.
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317 Sebagian tidak dikabulkan mengajukan banding, sebagian boleh
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Pemohon harus tidak menyatakan ketidakpuasan, jika sebagian permohonanya

tidak dikabulkan, Pemohon boleh mengajukan surat penolakan ke pegadilan
dalam waktu 10 harisetelah menerima surat keputusan pengadilan dan

membayar biaya penolakan keputusan sebesar NTD 1000.
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Bila keberatan dengan hasil keputusan ini dalam waktu 10 hari boleh

mengajukan surat penolakan ke pengadilan setelah menerima surat

keputusan
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IV. Hukum acara pengadilan kekayaan intelektual (Ketentuan hukum

pidana)
319 1 + %
319 Naik banding
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Bagipihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan pengadilan, boleh
mengajukan surat permohonan banding ke pengadilan dalam waktu 10 hari
setelah penerimaan surat keputusan, bagi yang belum melampirkan surat
permohonan naik banding, boleh melampirkan surat permohonannya setelah
10 hari pengajuan naik banding (melampiran surat permohonan naik banding
dan surat bukti naik banding harus sesuai dengan jumlah pihak yang
bersangkutan)[Harapjangan langsung diajukan ke pengadilan yang lebih

tinggi ]
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320 Naik banding (Perkecualian naik banding dipengadilan tahap ketiga)
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Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 376, ayat 1, jika terdakwa
menolak putusan pengadilan, terdakwa boleh mengajukan permohonan banding
ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah menerima surat keputusan,
terdakwa juga dapat melampirkan surat bukti penolakan kepada pengadilan
dalam waktu 10 hari setelah mengajukan permohoanan banding (melampiran

surat permohonan naik banding dan surat bukti naik banding harus sesuai



dengan jumlah pihak yang bersangkutan) [Harapjanganlangsung diajukan ke
pengadilan yang lebih tinggi ]
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Ketentuan ini tidak naik banding
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan, boleh mengajukan surat

penolakan keputusan dalam waktu b hari setelah penerimaan surat keputusan
pengadilan.
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323 Menolak keputusan kembali
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan boleh menga jukan surat penolakan

keputusan ulang dalam waktu b hari setelah penerimaan surat.
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324 [Tidak menolak keputusan
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Ketentuan ini tidak menolak terhadap keputusan.
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325 [Tidak menolak keputusan kembali
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Ketentuan ini tidak menolak terhadap keputusan kembali.
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V .Hukum acara pengadilan kekayaan intelektual (Ketentuan
Litigasi pengadilan administrasi)
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326 Naik banding
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Bagi yang tidak setuju dengan hasil keputusan, boleh mengajukan surat

permohonan banding ke pengadilan dalam waktu 20 hari setelah penerimaan
surat keputusan, bagi yang belum melampirkan surat permohoan naik banding,
boleh melampirkan surat bukti permohannya ke pengadilan setelah 20 hari
pengajuan naik banding (surat bukti naik banding harus diberikan sesuai
dengan jumlah pihak yang bersangkutan).
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Ketentuan permohonan banding harus didampingi oleh pengacara sebagai
kuasa hukum dengan melampirkan surat kuasa (hukum pengadilan pasal 241-1
ayat 1 bagian depan), Bila memenuhi syarat dibawah ini boleh tidak
didampingi oleh pengacara (pasal yang sama tetapi ayat 1 and ayat 2).
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Ketentuan yang A E R

tidak perlu Persyaratan pokok yang harus dipenuhi
diwakili oleh

pengacara
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Memenuhi salah
satu syarat di
sebelah kanan
1ni, tidak
perludiwakili
oleh pengacara
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Pemohon band1ng maupun pendamping
lainnya yang memenuhi syarat sebagai
pengacara, pengacara, dosen Universitas
ataupun dosen penguruan tinggi lainnya
yang diakui oleh department pendidikan
FRAFFIRE A NH R R E L L
EPE TR o

Persyaratan administrasi perpajakan,
pihak pemohon banding ataupun kuasa
hukunya memiliki sertifakat akuntansi.
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Persyaratan administrasi hak
profesional, pihak pemohon banding
atapun kuasa hukunya harus memenuhi
syarat sebagai ahli hak professional
ataupun perwakilan dari hak
professional yang diakui oleh hukum
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Bagi yang
bukan
pengacara,
tapi diakui
oleh
pengadilan
admnistrasi
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Pasangan pemohon banding harus memiliki
persyaratan hubungan darah, hubungan
darah dari 3 generasi dan hubungan darah
dari 2 generasi

N Y
Persyaratan administrasi perpajakan,
memiliki kualifikasi akuntasi
EEREEEFEJEF TR REES
S LR ﬁ o

Untuk administrasi hak professional
/Hak paten, memiliki 1jin ahli hak
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tertinggi professional ataupun memiliki profisi

sebagail wakil yang memenuhi persyaratan

pihak pemohon undang-undang Hak paten

banding 4, FFFAGGEA N LR SR
2 b A B pE > HoAar L iE A f P

TN ER R ERNE RN E4p A E

&

P
4. Apabila pemohon banding adalah pihak

autoritas pusat atau pihak pemerintah

-|—
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W

setempat atau tidak dari perkumpulan
pihak hukum, pihak yang bersngkutan
melaksanakan tugas hukum, menangani
masalah hukum, prihal hukum, petisi,
atau bisnis vyang terkait dengan
litigasi.
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Kepatuhan terhadap persyaratan (- ) dan (= ) merupakan
pengecualian terhadap kuasa hukum yang ditentukan. Pemohon
banding harus menjelaskannya pada saat permohonan naik banding
atau diwakili dengan menyerahkan salinan dokumen atau fotokopi

surat bukti yang ditunjukkan pada persyaratan (= ).
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327 menolak keputusan
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan maka boleh mengajukan surat

penolakan ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah penerimaan surat
putusan (melampirkan surat bukti sesuai dengan jumlah pihak yang
bersangkutan).

328 |* # i
328 [tidak menolak keputusan
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Tidak menolak keputusan.
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329 [tidak menolak keputusan (Kepastian terhadap kerahasian keputusan)
* R o

Tidak menolak keputusan
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Tidak ada penolakan terhadap kasus ini
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Kerahasian ini akan berlaku, sejak pihak yang bersangkutan menerima Surat
keputusan pengadilan

Pihak yang menerima kepastian dari kerahasian 1tu agar menjaga kerahasian
dan harus memberitahu kepegadilan kalau ada perubahan tempat domisili

33084 2 F4d ~ WA ERL | (BREFRBFHFH L F )
330 Sebagian tidak dikabulkan mengajukan banding, sebagian boleh

(Kepastian terhadap kerahasian keputusan)
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Sebagian putusan ini dirahasiakan untuk menjaga terjadinya penuntutan,

b

pihak yang tidak setuju dengan putusan ini harus mengajukan permohonan
banding secara tertulis terhadap putusan ke Pengadilan dalam waktu 10
hari dihitung sejak tanggal putusan terjadi.

Kerahasian putusan ini berlaku, sejak pihak yang bersangkutan menerima

Surat putusan pengadilan.
Pihak yang menerima kepastian dari kerahasian i1tu agar menjaga kerahasian
dan harus memberitahu kepegadilan kalau ada perubahan tempat domisili
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Tidak mengajukan keberatan
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VI .Hukum Acara Ketentuan peninjauan kembali Penilaian
pegadialan

332
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Tidak ada peninjauan kembali dilakukan atas dasar ketentuan yang sama
terhadap keputusan peninjauan kembali yang diberikan oleh Komite.
Bila tidak setuju dengan keputusan peninjauan kembali boleh mengajukan
gugatan administrasi dalam waktu 2 bulan setelah penerimaan surat
keputusan Pengadilan Tinggi Sidang Administrasi (No.101, Fu Kuo Rd.,
Shihlin Disct., Taipei City). Akan tetapi bila pemohon beranggapan bahwa
hasil keputusan mempengaruhi kemandirian keputusan maka boleh menga jukan
permohonan ke pengadilan dalam waktu 30 hari setelah penerimaan surat
keputusan peninjauan kembali.
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VL. Ketentuan surat pemberitahuan keputusan pengadilan
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan maka ajukan gugatan administrasi
dalam waktu 2 bulan setelah penerimaan surat putusan Pengadilan Tinggi
Sidang Administrasi (No. 101, Fu Kuo Rd., Shihlin Disct., Taipei City).
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VII. Ketentuan pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi Taiwan
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Bila tidak setuju dengan hasil keputusan maka ajukan gugatan administrasi
dalam waktu 2 bulan setelah penerimaan surat keputusan Pengadilan Tinggi

Sidang Administrasi.
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